Lampiran III Peraturan Daerah

Nomor : 01 Tahun 2017
Tanggal : 3 February 2017
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan 4,07 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Organisasi 4.07.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Sub Unit Organisasi 4.07.01.01 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KODE URAIAN JUMLAH DASAR HUKUM
REKENING
1 2 3 4
4.07 .4.07.01.00.00.5 BELANJA 13.618.854.969,81
4.07 . 4.07.01.00.00. BELANJA TIDAK LANGSUNG 10.973.184.261,20
4.07 .4.07.01.00.00. Belanja Pegawai 10.973.184.261,20
4.07 .4.07.01.01.02. BELANJA LANGSUNG 2.645.670.708,61
4.07 . 4.07.01. 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 731.699.105,57
4.07 . 4.07.01.01 .02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 69.600.000,00
4.07.4.07.01.01.02. Belanja Barang dan Jasa 69.600.000,00
4.07 . 4.07.01.01 .06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 16.500.000,00
4.07 .4.07.01.01.06. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00
4.07 . 4.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 8.750.785,00
4.07 .4.07.01.01.07. Belanja Pegawai 8.750.785,00
4.07 .4.07.01.01. 10 Penyediaan alat tulis kantor 80.578.217,66
4.07 .4.07.01.01.10. Belanja Barang dan Jasa 80.578.217,66
4.07.4.07.01.01. 16 Penyediaan makanan dan minuman 36.276.402,48
4.07.4.07.01.01.16. Belanja Barang dan Jasa 36.276.402,48
4.07 .4.07.01.01. 18 Peneyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 349.676.160,00
4.07 .4.07.01.01.18. Belanja Barang dan Jasa 349.676.160,00
4.07.4.07.01.01.19 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.317.540,43
4.07.4.07.01.01.19. Belanja Barang dan Jasa 20.317.540,43
4.07 .4.07.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah 150.000.000,00
4.07 .4.07.01.01.20. Belanja Pegawai 15.148.800,00
4.07 .4.07.01.01.20. Belanja Barang dan Jasa 134.851.200,00
4.07 . 4.07.01. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 13.971.603,04
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KODE
REKENING

URAIAN

DASAR HUKUM

1

2

4

4.07 .4.07.01.02.24

4.07 . 4.07.01. 15

4.07 .4.07.01.15.02

4.07 . 4.07.01.15.03

4.07 .4.07.01.15.04

4.07 . 4.07.01.15. 05

4.07 .4.07.01.15.06

4.07 .4.07.01.15.07

4.07 . 4.07.01.15.08

4.07 . 4.07.01.15.09

4.07 .4.07.01.15. 10

4.07.4.07.01.02.24.5.2.
4.07.4.07.01.02.24.5.2.

4.07.4.07.01.15.02.5.2.
4.07.4.07.01.15.02.5.2.

4.07.4.07.01.15.03.5.2.
4.07.4.07.01.15.03.5.2.

4.07.4.07.01.15.04.5.2.
4.07.4.07.01.15.04.5.2.

4.07.4.07.01.15.05.5.2.
4.07.4.07.01.15.05.5.2.

4.07.4.07.01.15.06.5.2.
4.07.4.07.01.15.06.5.2.

4.07.4.07.01.15.07.5.2.
4.07.4.07.01.15.07.5.2.

4.07.4.07.01.15.08.5.2.
4.07.4.07.01.15.08.5.2.

4.07.4.07.01.15.09.5.2.
4.07.4.07.01.15.09.5.2.

4.07.4.07.01.15.10.5.2.
4.07.4.07.01.15.10.5.2.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Program Penelitian Umum
Penyusunan Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

Penyusunan Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
PENGELOLAAN WEBSITE PENERBITAN JURNAL ILMIAH/e JURNAL SEBAGAI MEDIA
KOMUNIKAST

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
KAJIAN KAREKTERISTIK VARIETES JELAI (COIX LACYMA-JOBI) SEBAGAI PLASMA
NUFTAH TANAMAN PANGAN ALTERNATIF DI KAB. KUKAR

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
KAJIAN EKONOMI DAN PENGGUNAAN PUPUK ORGANIK DALAM USAHA TANI DI KAB.
KUKAR

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa
KAJIAN EFFEKTIVITAS GERAKAN MENGAJI TERHADAP PEMBERANTASAN BUTA AKSARA
AL-QURAN

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

QUICK RISET TENTANG ISSU STRATEGIS DAN ISSU AKTUAL
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

PENGUATAN PERPUSTAKAAN DAN LITERATUR BACA SERTA SOFWARE STATISTIK DAN
SPSS

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

PENGUATAN KEBIJAKAN STRATEGIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa

1.800.000,00
12.171.603,04

1.900.000.000,00

450.000.000,00

61.830.000,00
388.170.000,00

41.130.000,00
208.870.000,00

51.924.400,00
160.575.600,00

56.411.600,00
156.088.400,00

41.211.600,00
171.288.400,00

16.698.800,00
195.801.200,00

41.211.600,00
108.788.400,00

40.537.200,00
59.462.800,00

31.995.600,00
68.004.400,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(13.618.854.969,81)
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Tenggarong, 3 February 2017
BUPATI

RITA WIDYASARI
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